BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DENGAN KELAS JABATAN

Menimbang

Mengingat

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Juni
2021 Nomor : B/690/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan
Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Meranti, maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi
dan Jabatan Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai
Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor : 060/ORG/TS/12 tanggal -01 Juli 2021,
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan
Meranti Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13,tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4968);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



10.

11.

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil
negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2014
Nomor 6, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor
9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang -
undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republiik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Begera
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011

tentang Nama-Nama Jabatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun
2019 tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan
Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2020 Nomor 58);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN
FUNGSIONAL DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2019 Nomor 25) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(1) Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Kelas dari masing-masing Jabatan
dilingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ikhtisar jabatan, uraian tugas dan rumpun jabatan tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.



(3)

(4)

Informasi Faktor Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Informasi Faktor Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 47



